
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMORPD.00.02.00 /KEP. 78-DPMD/2022

TENTANG

PERESMIANANGGOTABADANPERMUSYAWARATANDESA PERGANTIAN
ANTARWAKTUDESA PANYINGKIRANKECAMATANPANYINGKIRAN

KABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada Desa
Panyingkiran Kecamatan Panyingkiran Kabupaten
Majalengka dan agar tidak terjadi kevakuman dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat, perlu meresmikan
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
Pergantian Antar Waktu Desa Panyingkiran
Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 85
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka

INomor 6 Tabun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu meresmikan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pergantian
Antar Waktu Desa Panyingkiran Kecamatan
Panyingkiran Kabupaten Majalengka yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminisirasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 6).

Memperhatikan : 3



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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Surat Kepala Desa Panyingkiran Nomor
141.1/017/Desa/2022 tanggal 14 Januari 2022
Perihal Penggantian Anggota BPD.

MEMUTUSKAN:

Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pergantian Antar Waktu Desa Panyingkiran Kecamatan
Panyingkiran Kabupaten Majalengka dengan daftar
anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa
Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATUadalah sampai dengan Tahun 2025 yang
merupakan sisa waktu yang belum dijalankan oleh
Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang
diberhentikan.

Hak dan kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan
Desa Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sesuai peraturan perundang-
undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak pelantikan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI MAJALENGKA,

~I
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KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKALAMPlRAN
Nomor
Tanggal
Tentang

P:U~OO~02.00/KE.P.7&;JJplvr42022
3~ Januari 2022
PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA PANYINGKIRAN
KECAMATAN PANYINGKIRAN KABUPATEN
MAJALENGKA.

DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERGANTIAN
ANTAR WAKTU DESA PANYINGKIRAN KECAMATAN PANYINGKIRAN

KABUPATEN MAJALENGKA

1. ABDUL HASYIM

2. BUDI IPIK BUDIANA

3. DEDI SUNARDI, S.Pd.

ALAMAT

Mawar RT 008 RW

Majalengka,
1 Januari 1973

Majalengka,
5 Oktober 1961

Majalengka,
4 Agustus 1963

TEMPATj
TANGGAL LAHIRNAMANO

BUPATI MAJALENGKA,

~
KARNA SOBAHI
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